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PENGUMUMAN f FERA

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPlL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL
PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I
Nomor 35/PERMEN-KP/2017, tanggal 9 Mei 2017}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

| Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/In-

passing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelau-

tan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis
Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/Inpassing;

Mengingat :
1.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433), seb-
agaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tshun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik donesia Nomor 3547), sebagaimana
telah diut h dengan Peraturan Pemerintah No-

8.
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mor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6121);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Kelautan dan Perikanan {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang |
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 5);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten-
tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Neg-
eri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 ten-
tang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 240);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar
Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

" dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/

Inpassing {Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2016 Nomor 1962);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor




69/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi
Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2075);

| 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
220);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGA-

~ WAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL |

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI PENYE-
| SUAIAN/INPASSING.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
| Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangka-
' tan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsion-
al Analis Pasar Hasil Perikanan guna memenuhi
kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan dalam jangka waktu ter-
tentu.
. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

ASN adalah profesi bagi pegawati negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

PNS adalah warga negara Indonesia yang me- |

menuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi
pemerintah.
| B. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah PNS yang di-
beri tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang be wenang untuk

TPENGUMUMARN / PERATURAN PEMERINTAH

e Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat

melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- |
undangan.

6. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk |
melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan |
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- |
undangan yang diduduki oleh PNS. |

vang mempunyai kewenangan menetapkan pen-
gangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai ASN dan pembinaan manafemen ASN |
di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan |
peraturan perundangundangan. ,
8. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar
Hasil Perikanan adalah Dirgktur Jenderal Pengua-
tan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

. 9. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis

Pasar Hasil Perikanan adalah Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Peri-
kanan.

10. Unit Kerja adalah unit kerja eselan Il atau unit
pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan atau unit kerja eselon ll atau
‘unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah
provinsi atau kabupaten/kota.

11. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi
persyaratan dan tata cara Penyesuaian/Inpassing bagi

| Analis Pasar Hasil Perikanan.

BAB II
PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING
Pasal 3
(1) Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fung-
sional Analis Pasar Hasil Perikanan pada Kemen- |
terian dan pemerintah daerah provinsi atau ka-
bupaten/kota meliputi kategori keterampilan atau
keahlian.
(2) Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan bagi:
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{3}

(4)

(1
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a. PNS yang telah.dan masih menjalankan tugas

di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Ha- |

sil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat
yang berwenang:

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan
sesuai dengan formasi Jabatan Fungsion-
al Analis Pasar Hasil Perikanan dan telah
mendapatkan kenaikan pangkat setingkat leb-
ih tinggi;

€. pejabat pimpinan -tinggl, .administratar, dan
pengawas yang memiliki kesesuaian antara ja-

- batan terakhir yang diduduki dengan Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan

d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, kare- |
na dalam jangka waktu 5 {lima) tahun sejak
diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak |
dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus di- .

dasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional

Analis Pasar Hasil Perikanan didasarkan pada ke- |
butuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam |

eFormasi.

Untuk menjamin keseimbangan antara beban ker-
ja dan jumlah PNS yang akan dilakukan Penye-
suaian/Inpassing, pelaksanaannya harus memper-
timbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 4
PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fung-

sional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori ket- ’
erampilan harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/
Diploma I/Diploma [l/Diploma lIl sesuai den-
gan persyaratan kualifikasi pendidikan dari ja-
batan yang akan diduduki;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golon-
gan ruang lll/a sesuai dengan persyaratan
kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tu-
gas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar
Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;

d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang '

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan;
€. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 {satu) tahun terakhir; dan
f. usia paling tinggi: .
1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun
dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelak-
sana; atau .
2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun
dalam jabatan terakhir bagi administrator
dan pengawas.

{2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fung-

sional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori ke- |

ahlian harus memenuhi persyaratan sebagai beri- |

kut: i

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Di-
ploma IV (D-1V) atau yang sederajat dari pen-
didikan tinggi yang terakreditasi sesuai den-
gan persyaratan kualifikasi pendidikan dari
jabatan yang akan diduduki;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golon-
gan ruang lll/a sesuai dengan persyaratan
kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tu-
gas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar
Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;

d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang
Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan;

e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik
dalam 1 (satu} tahun terakhir; dan

f. usia paling tinggi:

1. 3 (tiga} tahun sebelum batas usia pensiun |
dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelak-
sana; .

2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun
dalam jabatan terakhir bagi administrator |
dan pengawas; .

3. 1 {satu) tahun sebelum batas usia pensiun
dalam jabatan terakhir bagi administrator .
vang akan menduduki Jabatan Fungsional
Analis Pasar Hasil Perikanan ahli madya;
atau ’

4, 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun |
dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpi- |
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nan tinggi.

Pasal b
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang dapat diangkat

dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikan-

' an melalui Penyesuaian/Inpassing harus:

| a.

m

L (2)

tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin
pada tingkat sedang atau berat pada masa Pe-
nyesuaian/Inpassing;

tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari
6 {enam) bulan pada masa Penyesuaian/Inpass-
ing; dan

tidak sedang menjatankan cuti diluar tanggungan
negara pada masa Penyesuaian/Inpassing.

BAB Il
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
Pasal 6

Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang

memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penye-

suaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional

Analis Pasar Hasil Perikanan untuk selanjutnya

diusulkan kepada:

a. pejabat yang secara fungsional membidangi
urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina
Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan untuk PNS di lingkungan Kementerian;
atau

b. Sekretaris Daerah untuk selanjutnya diusul-

kan kepada pejabat yang secara fungsional .

membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja
Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Ha-
sil Perikanan untuk PNS di lingkungan pemer-
intah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan melampirkan:

a. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh peja-
bat yang berwenang;

b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat ter-
akhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang;

c. salinan penilaian prestasi kerja paling rendah
bernilai baik dalam 1 ({satu) tahun terakhir
yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang ber-

(3)

(4)

(5)

wenang;

d. surat pernyataan dari atasan langsung dan/
atau pimpinan Unit Kerja yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan masih dan telah
menjalankan tugas di bidang Analis Pasar Ha-
sil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;

e. surat pernyataan yang menyatakan bersedia
diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Pasar Hasil Perikanan;

f. surat keterangan dari atasan langsung yang
menyatakan bahwa PNS:

1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman
disiplin sedang atau berat;

2. tidak sedang menjalankan tugas belajar;
dan

3. tidak sedang menjalankan cuti diluar tang-
gungan negara.

Pejabat yang secara fungsional membidangi uru-

san kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan

Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melaku-

kan verifikasi terhadap:

a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta ber-
kas yang dilampirkan sesuai dengan yang di-
persyaratkan;

b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan
dengan formasi Jabatan Fungsional Analis
Pasar Hasil Perikanan; dan

¢. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan
ruang, masa kerja kepangkatan terakhir un-
tuk menentukan jenjang jabatan, dan jumlah
angka kredit dalam Jabatan Fungsional Analis
Pasar Hasil Perikanan.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak lengkap atau tidak sesuai den-

gan persyaratan pejabat yang secara fungsional
memb|dang| urusan kepegawatan di Unit Kerja

Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil

Perikanan mengembalikan usulan Penyesuaian/

Inpassing tersebut kepada pimpinan Unit Kerja di

lingkungan Kementerian atau Sekretaris Daerah

di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau ka-

bupaten/kota disertai dengan alasan.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sudah lengkap atau sesuai den-

gan persyaratan, pejabat yang secara fungsional
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{6}

(7)

(1}

(2)

)

[ —
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membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja
Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil
Perikanan harus menyampaikan usulan untuk di-
lakukan uji kompetensi kepada Pejabat Pembina
Jabatan Fungsior{al Analis Pasar Hasil Perikanan.

suaian/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyampaian usulan untuk dilakukan uji kompe- |
tensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dis-

ampaikan dengan melampirkan:

a. formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil
Perikanan; dan .

b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS
yang akan mengikuti Penyesuaian/Inpassing.

BAB IV
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI

PENYESUAIAN/INPASSING
Pasal 9 :
PNS vyang dinyatakan lulus uji kompetensi

dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pejabat Fung-

sional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Bentuk dan format surat pernyataan dan surat |

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (5), Pejabat Pembina Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melak-
sanakan uji kompetensi kepada PNS yang diusul-
kan mengikuti Penyesuaian/Inpassing ke dalam
Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar
Hasil Perikanan dalam melaksanakan uji kom-
petensi membentuk tim penguji kompetensi Ja-
batan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

(1)

| (2)

ayat {1) oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsion- :

al Analis Pasar Hasit Perikanan disampaikan ke-
pada:
a. pejabat yang secara fungsional membidangi

urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina |

Jabatan ‘Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan untuk PNS di lingkungan Kementerian;
atau

b. Sekretaris Daerah untuk PNS di lingkungan
pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/
kota.

Pasail 8
Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi

dapat mengulang hingga berakhirnya masa Penye-

(3}

Pasal 10

Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian

atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/

kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Ja-

batan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan |

melalui Penyesuaian/Inpassing dengan surat

keputusan.

Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada '

ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersang- .

kutan melalui pimpinan Unit Kerja yang mengu- 5

sulkan, dengan tembusan kepada:

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/
Kantor Regional BKN yang bersangkutan;

b. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis
Pasar Hasil Perikanan: _

c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
provinsi/BKD kabupaten/kota atau Biro/Bagian
Kepegawaian, instansi yang bersangkutan;

d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit; dan

e. Kepala Kantor
Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah,
vang bersangkutan.

Pelayanan Perbendaharaan

Bentuk dan format surat keputusan sebagaimana |
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampi- ;
ran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan |
dari Peraturan Menteri ini. :

Pasal 11
PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fung-

sional Analis Pasar Hasil Perikanan melalui Penye-

suaian/Inpassing selanjutnya ditempatkan.dan diberi-

kan penugasan sesuai dengan jabatannya.
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BAB V
UJI KOMPETENS!
Pasal 12

(1) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar
Hasil Perikanan dilaksanakan oleh Pejabat Pam-
bina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan.

(2) Uiji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dilakukan dengan metode:

a. wawancara; dan/atau
b. ujian tertulis.

(3) Hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Pasar Hasil Perikanan berupa sertifikat hasil uji
kompetensi yang diterbitkan oleh Pejabat Pem-
bina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan.

Pasal 13
(1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2} dilaksanakan pada tiap jenjang

jabatan untuk kategori keterampilan atau keahl-

ian.
(2) Vji kompetensi kategori keterampilan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan Pelaksana Pemula, meliputi pemaha-
man tentang:

1. pengumpulan dan penyajian data harga di
tingkat produsen dan pedagang eceran;

2. data biava di tingkat pedagang eceran; dan

3. data penawaran di pelabuhan perikanan,
pembudi daya ikan, dan pedagang eceran.

b. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri- :

kanan Pelaksana, meliputi pemahaman ten-

tang:

1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
data harga di tingkat pedagang grosir dan
supplier;

2. data biaya di tingkat pedagang grosir;

3. data penawaran di pengolah dan pedagang
grosir; dan

4. data volume kebutuhan ikan di pasar kon-

vensional dan pengolah.
c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
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kanan Pelaksana Lanjutan, meliputi pemaha-

man tentang:

1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
data biaya usaha pengolahan;

2. data biaya pemasaran dan data penawaran
di tingkat supplier;

3. data stok di unit pengolahan;

4. data volume kebutuhan ikan; dan

B. data sekunder.

d. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
karran Penyelia, meliputi pemahaman tentang:
1. pengumpulan dan pengolahan, analisis

deskriptif, dan penyajian data ketersediaan
ikan budidaya;

2. volume kebutuhan ikan di pasar institu-
sional;

3. neraca bahan makanan; dan

4, informasi dinamika perilaku pasar dan sa-
rana prasarana pasar.

(3) Uji kompetensi kategori keahlian sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan Pertama, meliputi pemahaman tentang:

1. pengumpulan data dan informasi sekunder
tentang struktur pasar dan kelembagaan
pasar;

2. pengolahan data {biaya usaha, stok, vol-
ume kebutuhan ikan, dan konsumsi ikan);

3. analisis deskriptif (stok, data harga, dan
data penawaran);

4. analisis secara analitik (data biaya pema-
garan, penawaran dan permintaan, struk-
tur pasar, dinamika pelaku pasar, peluang
pasar, pangsa pasar, dan strategi promo-
si); dan

5. penyajian data.

b. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
kanan Muda, meliputi pemahaman tentang:

1. pengumpulan data pengolahan/pemasaran '

di tingkat eksportir/importir;
data preferensi konsumen;
volume kebutuhan ikan;

S (G 1

analisis secara deskriptif dan analitik; dan
b. penyajian data.

c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Peri-
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kanan Madya, meliputi pemahaman tentang:

1. analisis data secara deskriptif/analitik data
{biaya, konsumsi ikan, harga, ekspor/im-
por, pénawaran/permintaan, struktur pas-
ar, dinamika perilaku pasar, peluang pasar,
pangsa pasar, dan strategi promaosi) di
tingkat nasional;

2. keunggulan komparatif dan kompetitif; dan

3. penyajian data.

_ BAB VI P .
ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/INPASSING
Pasal 14

(1) Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan
lulus uji kompetensi serta diberikan angka kredit
kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pang-

kat dan golongan ruang terakhir yang dimilikinya. |

(2} Masa kerja dalam pangkat dan golongan ru-

ang terakhir untuk Penyesuaian/Inpassing seb-

agaimana dimaksud pada ayat {1} untuk Jabatan

Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, dihitung

dalam pembulatan ke bawah, yaitu:

a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang
kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam ko-
lom 1 (satu) tahun; '

b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang
1 (satu} tahun sampai dengan kurang dari 2
(dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) ta-
hun;

¢. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang

2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 |

(tiga) tahun masuk dalam kolom 2 {dua} ta-
hun; .

d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3
(tiga} tahun sampai dengan kurang dari 4 {(em-

pat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; |

dan
e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4
(empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom
4 (empat) tahun.
{3} Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya berlaku 1 {satu) kali selama
masa Penyesuaian/inpassing.

{4) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud |

pada ayat {1) untuk Penyesuaian/Inpassing bagi

AN / PERATURAN PEMERINTAH

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
Kategori keterampilan atau keahlian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan |
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pejabat yang secara fungsional membidangi .

| urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan i

Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Terkait atau |
Sekretaris Daerah pemerintah daerah provinsi atau
kabupaten/kota menyampaikan usulan Penyesuaian/
Inpassing nasional dalam Jabatan Fungsional Ana-
lis Pasar Hasil Perikanan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian di Kementerian atau pemerintah daerah |

. provinsi atau kabupaten/kota paling lambat tanggal

10 Desember 2018.

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

| tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo- |
nesia. '

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
tid.
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, _
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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